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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tentang Y ogyakarta merupakan
daerah yang mempunya pemerintahan sendiri atau disebut Daerah
Swaprgja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten
Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya
sendiri, sampai akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Republik
Indonesia. Niat baik itu disambut dengan baik oleh Ir. Soekarno selaku
presiden masa itu, dan setelah melalui proses yang panjang disematkan
Daerah Istimewa terhadap Y ogyakarta. Disini penyusun merasa tertarik
membahas Undang-Undang yang mendasari Keistimewaan Y ogyakarta
sehingga masih bisa eksis dalam era modernitas seperti sekarang ini,
penyusun akan memandang Undang-Undang Keistimewaan Y ogyakarta
itu melalui perspektif Figh Syasah.

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun dapat menarik
rumusan masalah yakni Bagaimana eksistenss Undang-Undang
Keistimewahaan (UUK) dalam perspektif Figh Syasah?. Untuk menjawab
rumusan masalah tersebut penyusun akan menggunakan metode penelitian
kualitatif historis.

Dengan perubahan terakhir yang telah disahkan pada tahun 2012
tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta mempertahankan status
keistimewaanya, yang berlaku hingga saat ini. Menurut figh siyasah sistem
pemerintahan di Daerah Istimewa juga tidak menyalahi aturan baik dari
sistem pemilihan kepemimpinan maupun dari sistem pemerintahan. ketika
sebuah pemerintahan bisa membawa manusia lebih dekat kepada
kemadahatan dan lebih jauh dari kemudharatan serta tidak beertentangan
dengan Al-Qur’an, hadits dan juga magasid as-syari’ah maka sistem
pemerintahan tersebut patut untuk dipertahankan, terbukti Daerah
Istimewa Y ogyakarta menjadi daerah dengan tingkat kesetresan terminim
di Indonesia, serta tingkat korupsi yang sangat minim. Sehingga
masyarakat pun merasa aman dan nyaman.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga
suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi
tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap
memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan
mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi
statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang
statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga
adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes ha tersebut. Sistem
pemerintahan juga bisa diartikan sebagai Suatu tatanan utuh yang terdiri atas
berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi
dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. *

Setiap negara memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang
berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi langsung oleh sistem ideologi, politik,
budaya, hingga letak geografis yang semua negara mempunyal
karakteristik masing-masing. Perkembangan dunia saat ini, model sistem
negara hanya mengkerucut kepada dua sistem, yakni sistem pemerintahan

demokrasi dan sistem pemerintahan monarki (kergjaan).

! http://sofian.staff .ugm.ac.id/artikel/M encari-Sistem-Pemerintahan-Negara diakses pada
15juli 2018 pkl 15.30



Perkembangan sistem pemerintahan ini telah banyak diadopsi oleh
berbagai negara di dunia. Ada sebagian negara yang menganut sistem
demokrasi dan ada pula yang menganut sistem kergjaan. Kondisi muncul
bukan karena gegaa yang instan, tapi melaui proses panjang sesual
dengan redlitas sgjarah masing-masing negara. Begitupun juga dengan
Indonesia, yang saat ini sudah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di
dunia, setelah Amerika dan India® Namun kita juga tahu, sejarah
perjalanan bangsa ini untuk mencapa puncak kemerdekaan penuh lika-
liku, sebelum menetapkan diri sebagal negara yang independen pasca
proklamas 17 Agustus 1945 silam.

Setelah Ir. Soekarno mendeklarasikan proklamasi sebagai tanda
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada satu keunikan
tersendiri dalam merubah sistem pemerintahan di negeri ini. Walaupun
sistem telah berubah menjadi negara demokrasi yang berasaskan pancasila,
justru ada fenomena menarik di tengah semua orang menyepakati
demokrasi sebagai sistem kenegaraan, yakni kerajaan Mataram Islam yang
belum rela melepaskan sistem monarkinya. Sgiarah mencacat, walaupun
Mataram Islam kini menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di
bawah kepemimpinan Sultan Hamungkubowono X masih menggunakan
sistem monarki, tapi la masih berada di bawah lingkup sistem

pemerintahan Indonesia yang baru, yakni sistem demokrasi.

2 Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa,
dan Kelanjutannya Sebuah Sudi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia, (Jakarta: Dunia
Pustaka Jaya, 1984).



Sgjarah Daerah Istimewa Y ogyakarta berjalan cukup panjang,
bahkan sgjak sebelum masa kemerdekaan. Berawal dari Kergjaan Mataram
yang dibagi dua berdasarkan Perjanjian Gianti (palihan nagari) pada
tanggal 13 Februari 1755 (kamis kliwon, 29 rabiulakhir, Be 1680 tahun
jawa, wuku langkir), hingga kini Keistimewaan Daerah Istimewa
Y ogyakarta masih diakui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012.

Sebelum Indonesia merdeka, Y ogyakarta merupakan daerah yang
mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Daerah Swapraja, yaitu
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.
Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di
jaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen.®
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta secara de facto telah lahir
sgjak adanya piagam kedudukan yang ditanda tangani oleeh Ir. Soekarno
pada tanggal 19 Agustus 1945 yang disusul dengan diterbitkanya amanat
oleh kedua pemimpin Yogyakarta pada saat itu, yakni sultan
Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIIl. Namun secara de jure
eksistensi keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta baru diakui melalui
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa.

Perdebatan pun muncul tatkala Yogyakarta memutuskan untuk

tetap menjadi kergjaan (monarki) dibawah panji demokrasi pemerintahan

3 hitp:// www.pendidikan-uny.go.id diakses pada 11 agustus 2018 pkl 15.05.




Indonesia. Inilah sepintas keunikan dari Y ogyakarta yang hingga saat ini
masih menganut sistem kergjaan. Untuk itu, di era modern penting kiranya
kita melihat sgjauh mana Mataram Islam masih tetap eksis di tengah
sistem demokrasi. Jika bukan karena kepemimpinan kuat dari Sultan
Hamungkubuwono 1X kala itu, mungkin Yogyakarta akan menjadi
wilayah atau provinsi yang meganut sistem demokrasi yang mana sistem
pemilihan Gubernurnya dipilih langsung. Namun hingga kini, Y ogyakarta
tetap menjadi wilayah istimewa, dimana Gubernurnya selain kepala
daerah, lajugamenjadi seorang Raja atau Sultan.

Dari sisi keunikan tentang Yogyakarta ini, saya kira, menarik
kiranya melihat kepemimpinan saat ini (Hamengkubuwono X). Anak
tertua dari Sultan Hamengkubuwono X dan istri keduanya, Raden Ajeng
Siti Kustina. Hamengkubuwono X menjalankan roda pemerintahan baik
sebagal Sultan ataupun kepala daerah. Disini penyusun akan lebih mem
fokuskan pada bentuk pemerintahan dan Undang-Undang K el stimewaan.

Lebih menarik, jika kitalihat dari perspektif Figh Syasah (Hukum
Tata Negara Islam) dan konstitus madinah yang telah diakui
keberadaanya sgjak zaman Rasulullah. Untuk itu, saya perlu mengkaji
secara mendalamn tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh
Hamengkubowono X dalam perspektif Figh Syasah
. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini akan

menj awab:



1. Bagamana eksistenss Undang-Undang Keistimewaaan (UUK)

dalam perspektif Figh Syasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Undang-Undang
Keistimewaan Y ogyakarta dilihat dari perspektif figh siyasah di era
modern saat ini.

2. Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi
pengembangan keilmuan Siyasah (Hukum Tata Negara Islam). Selain
itu, saya berharap dapat digunakan sebagai bahan referensi aplikatif
bagi para mahasiswa dan pengkai Undang-Undang Keistimewaan
Y ogyakarta di masa mendatang.

D. Tinjauan Pustaka
Digunakannya tinjauan pustaka, dalam rangka mengungkap fakta
orisinditas penelitian dengan kajian sebelumnya. Dari berbagai sumber
referens dan browsing data melalui DOAJ, Opac Perpustakaan UIN

Sunan Kalijaga (http:/lib.uin-suka.ac.id), dan Moraref Kemenag, maka

saya menemukan beberapa kontens kajian yang dapat dijadikan sebagai

sumber rujukan utama. Pertama, karya Muhammad Zuhri tentang “Sejarah

Politik Islam” yang terbit dalam Jurnal Tarjih dan Pengembangan

Pemikiran Islam* Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-

kualitatif. Adapun persoalan yang diangkat adalah, (1) apakah kerasulan

* Muhammad Zuhri, “Sejarah Politik Islam”, Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan
Pemikiran IsamVol. 3, no. 1 (2002).



Muhammad SAW mengandung unsur politik? (2) apakah agama Islam
terkait erat dengan persoalan politik, kenegaraan, dan pemerintahan? (3)
apakah gistem dan bentuk pemerintahan dan prinsip-prinsipnya
dibicarakan dalam Idlam? (4) Bagaimana pula aktivitas politik pasca era
Rasulallah? Berdasarkan hasil penelitian ini  menyimpulkan bahwa
Rasulallah di utus bukan untuk menjadi kepala negara, apalagi raja. Tapi
diutus untuk menyebarkan agama Islam yang mengandung nilai-nilai
kemanusiaan—keadilan, kerukunan, tolong-menolong dalam kebajikan,
amar ma’ruf nahi munkar, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam Islam
yang bersumber dari al-Qur’an tidak pernah berbicara tentang sistem
negara dan pemerintahan. Hal ini yang menimbulkan perpecahan dan
konflik berkepanjangan yang melahirkan firgoh-firqgoh semata-mata
gerakan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Maka aktivitas politik
pasca Rasulallah wafat, begitu sarat dengan intrik bahkan perpecahan yang
mendera masyarakat; mulai dari perdebatan sistem pemerintahan, tata
kelolanegara, sistem politik negara dan sebagainya.

Kedua, skripst Warsis yang berjudul “PAS dan Cita-Cita Negara
Islam Malaysia”.”> Pendlitian ini berupaya menjawab masaah tentang
bagaimana konsep dan perjuangan PAS dalam mewujudkan cita-cita
Negara Isam di Maaysia? Melaui pendekatan kualitatif-historis, kajian
menygjikan hasil bahwa PAS sebagal partai politik Islam bercita-cita

mewujudkan sistem negara yang memilih kepala negara melalui

® Warsis, “PAS dan Cita-Cita Negara Islam Malaysia”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga, 2010).



mekanisme demokrasi dengan prinsip-prinsip Isslam. Namun cita-cita
mewujudkan negara Islam tersebut, pada kenyataannya, masih ambang
kemustahilan. Selain negara yang memiliki sistem kergjaan, juga karena
pengaruh paham sekulerisme dan modernisme hanya menempatkan posisi
PAS pada ambang parlemen perwakilan lembaga negara tidak lebih dari
2/3% kursi, walaupun negara mayoritas Muslim.

Ketiga, hasil penelitian Pamela Maher Wijaya yang berjudul
“Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
dalam Perspektif Partai Politik: Telaah Antropologi Politik terhadap Pro
dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta”.°
Penelitian tesis menjawab tiga persoalan pokok, yakni bagaimana
pandangan partai politik terhadap kekuasaan, latar belakang pandangan
tersebut, dan implikasi pandangan tersebut pada sistem politik Sultan di
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dengan menggunakan field research (penelitian lapangan)-
kualitatif dengan pendekatan etnografis (antroplogi politik), maka
penelitian ini mengukapkan hasil bahwa polemik RUUK DIY melahirkan
tiga polarisasi politik, yaitu partai yang hendak mengukuhkan Sultan
menjadi Gubernur, partai yang menghendaki pemilihan langsung, dan
partai yang menghendaki pemisahan jabatan antara Gubernur dengan

Sultan. Adapun implikas polarisasi ini berdampak pada perubahan politik

® pamela Maher Wijaya, “Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat dalam Perspektif Partai Politik: Telaah Antropologi Politik terhadap Pro dan Kontra
Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta”, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
2011).



tradisiona menjadi modernisasi politik. Hal ini mengacu kepada lima
aspek, yaitu denaturasi unit-unit politik tradisional, degradasi melalui
depolitisasi, pecahnya sistem kekuasaan terbatas tradisional, dua sistem
kekuasaan yang tak terdamaikan, dan desakralisasi parsial atas kekuasaan.

Keempat, karya Muh. Sudarman yang berjudul Penerapan Konsep
Wilayatul Fagih dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran (1979-
1989)”.” Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis
dengan metode kualitatif-studi kepustakaan (library research). Masalah
yang hendak dijawab adalah bagaimana bentuk sistem pemerintahan
wilayatul fagih dan aplikasinya bagi Republik Islam Iran? Menurut hasil
riset ini, sistem pemerintahan Republik Islam Iran menerapkan Wilayatul
Faqgih sebagai sebuah tata kel ola negara dengan kekuasaan tertinggi berada
di tangan ulama. Dimana konsep fagih yang ditawarkan adalah ulama yang
masuk kategori adil, soleh, dan kompeten. Adapun implakas sistem
tersebut berdampak pada sistem hukum kenegaraan berjalan sesuai dengan
role dan nilai universal Islam.

Kelima, karya Rahmadie & Ediyono yang berjudul “Reformasi
Sistem Kebudayaan di Arab Saudi Masa Pemerintahan Raja Abdullah
(2005-2015)".2 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang
disgikan secara deskriptif. Metode yang digunakan dalam pembahasan

adalah metode historis. Teknik pengumpulan data adalah penelitian

7 Muh. Sudarman, “Penerapan Konsep Wilayatul Faqih dalam Sistem Pemerintahan Republik
Islam Iran (1979-1989)”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

8 Rahmadie & Ediyono, “Reformasi Sistem Kebudayaan di Arab Saudi Masa
Pemerintahan Raja Abdullah (2005-2015)”, Millati: Journal of ISlamic Studies & Humanities, Val.
2, no. 1 (2017); 41-64. Doi: 10.18326/millati.v2i1.41-64.



kepustakaan. Buku-buku referensi yang digunakan berkaitan dengan
reformasi kebudayaan dan pemerintahan masa Raja Abdullah. Pendlitian
ini mendeskripsikan reformasi sistem kebudayaan yang terjadi di Arab
Saudi masa pemerintahan Raja Abdullah pada tahun 2005-2015.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah reformasi sistem
kebudayaan yang dilakukan Raja Abdullah yang meliputi bidang politik,
ekonomi dan pendidikan. Ketiga bidang tersebut masuk dalam unsur
pokok kebudayaan. Reformas sistem kebudayaan yang terjadi dalam
bidang politik yaitu pengangkatan perempuan menjadi menteri, pemilu
pertama bagi kaum perempuan dan hubungan pemerintah Arab dengan
politik luar negeri. Reformas sistem kebudayaan yang terjadi dalam
bidang ekonomi yaitu pembentukan Arab common market, proses aksesi
keanggotaan WTO Arab Saudi dan terlibatnya perempuan Saudi dalam
dunia bisnis. Reformasi sistem kebudayaan dalam bidang pendidikan yaitu
program beasiswa pelgjar perempuan Arab Saudi dan pembangunan
Universitas Teknologi dan Sains di Arab Saudi oleh Raja Abdullah.

Keenam, karya Bayu Dardias Kurniadi dengan judul “Yogyakarta
in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institution in
Democratic Transitions”.® Penelitian ini membahas tentang kompleksitas
desentralisasi di Indonesia. Sebagai sebuah daerah istimewa, proses
integrasi Propinsi Yogyakarta dalam sistem pemerintahan daerah tidak

pernah tuntas. Kuatnya pengaruh dua kergjaan sebagai manifestas institus

° Bayu Dardias Kurniadi, “Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional
Ingtitution in Democratic Transitions”, JSP: Jurnal IImu Sosial dan IImu Palitik, Vol. 13, no. 2
(2009); 190-203.
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tradisional dalam struktur pemerintahan provins yang berlangsung sejak
republik ini berdiri menjadi beban segjarah tak berkesudahan. Terdapat tiga
fokus kajian yang penting untuk mendudukkan Y ogyakarta dalam politik
lokal di Indonesia, yaitu sgarah Yogyakarta dalam kondisi awal
kemerdekaan Indonesia, posisi Sultan dan Pakualam dalam intitusi politik
modern dan pengaturan aset-aset keraton.

Sejauh ini, dari pengamatan penelitian yang sudah diamati saya di
atas, belum ada penelitian yang secara eksplisit dan rinci mengkaji tentang
sistem pemerintahan monarki Sultan Hamungkobuwono X perspektif
Siyasah, sehingga penelitian kali ini layak untuk dikaji Iebih jauh. Dari
semua data tinjauan pustaka di atas, tidak ada yang secara spesifik
menyoal dengan tema yang diangkat dalam penelitian skripsi ini. Untuk
itu, saya dengan berbangga hati, karya yang hadir dihadapan Anda
merupakan kajian yang masih orisinal. Walaupun dalam praktiknya, ada
beberapa kemiripan data yang itu dapat dijadikan sebagai sumber sekunder
penelitian ini.

. Landasan Teori

Siyasah dalam pengertian secara etimologi memiliki arti “‘politik’.
Siyasah merupakan konsep dan kajian figh yang membahas tentang
peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi

umat manusia. Dalam persoalan mengenai diskursus epistemologinya,
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siyasah tidak terlepas dari dalil-dalil kully, yaitu al-Qur’an, Hadits,
Magasid Syariah, serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat. ™

Terminologi dalam bahasa arab siyasah diartikan menjadi politik
Islam, yang terdiri dari dua aspek, yaitu politik dan Islam. Politik berarti
suatu cara bagaimana penguasa mempengaruhi perilaku kelompok yang
dikuasal agar sesual dengan keinginan penguasa. Sedangkan Islam berarti
penataan, sebagai agama merupakan organisasi penataan menurut gjaran
Allah, yaitu Al-Qur’an dan menurut sunnah rasulnya. Politik Islam dapat
diartikan sebagai suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat,
agar berperilaku sesuai dengan gjaran Allah menurut sunnah rasulnya.™

Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah Swit.
ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Qur’an
menurut sunah rasul. Penguasa tidak memiliki kekuasaan mutlak, ia hanya
wakil (khalifah) Allah di muka bumi yang berfungsi untuk menegakkan
gjaran Allah dalam kehidupan nyata. Dalam bahasa Indonesia, perkataan
al-hukum yang telah-dialih bahasakan menjadi hukum intinya adalah
peraturan, undang-undang, patokan atau kaidah, dan keputusan atau vonis
(pengadilan).

Dengan demikian, term siyasah dalam diskursus epistemologi
Islam memiliki keterkaitan tapi dua kata yang beda makna. Siyasah adalah

politik dan dusturiyah ialah perundang-undangan. Antara politik dengan

9 guyuti Pulungan, Figh Syasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta; Raja
Granfindo, 1999), hal. 74.

1 Muhammad Igbal, Figh Syasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Isam, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2007), hal. 4.
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perundang-undangan tentu memiliki persingungan namun berbeda dalam
implementasi makna. Misalkan, politik dalam sejarah Islam, tidak terlepas
dari lahirnya perdebatan tentang teologis. Menurut Harun Nasution dalam
“Teologi Islam’, tepat menulis di halaman pertama bukunya itu langsung
dengan lugas mengkritisi sistem teologi dalam Islam. Agak aneh kiranya
kita dikatakan bahwa dalam Islam, sebagai agama, persoalan pertama-tama
timbul adalah dalam bidang politik dan bukan dalam bidang teologi.** Hal
ini mengisyaratkan bahwasanya |slam sebagai agama dakwah sarat dengan
kepentingan politik. Dalam lintasan sgjarah Islam, politik merupakan salah
satu aspek penting dalam menata tatanan kehidupan masyarakat.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendlitian

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses penelitian tidak
lain hanya untuk kepentingan pengumpulan data sehingga dapat dianalisis
dan diuraikan secara generatif. Namun sebelum saya melakukan kegiatan
yang sifatnya turun mengumpulkan data yang dapat menunjang pada
penelitian ini sesual dengan obyek penelitian, terlebih dahulu perlu
memetakan, metode apa yang saya ambil sebagai sebuah pendekatan
ilmiah. Oleh karena pendlitian itu dalam rangka mengungkap fakta yang
didasarkan pada pandangan subyektivitas peneliti, maka dalam kajian ini

saya menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana dalam tradisi ilmiah,

2 Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, (Jakarta:
Ul-Press, 1986), hal. 1.
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metode merupakan sebuah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan
untuk mendekati problem dan mencari jawaban.™

Pada prinsipnya, penggunaan metode kualitatif ini dalam rangka
mengungkap realitas sosial berdasarkan keadaan aslinya, sehingga saya
hanya menjelaskan proses penelitian berdasarkan sifat naturalistik atau
sesuai dengan kondisi alamiah. Dengan begitu, jenis pendlitian kualitatif
yang dipilih adalah etnografi.** Dengan memilih jenis etnografi, maka saya
mengkaji seluruh unsur yang masuk dalam sifat material seperti artefak
budaya (alat-alat, pakaian, bagunan, dan lain-lain) maupun yang bersifat
abstrak (pengalaman, kepercayaan, norma sosial, dan nilai kelompok yang
diteliti). Seperti yang dijelaskan dalam kaian sebelumnya, bahwa
penelitian ini  mengkaji tentang Undang-Undang Keistimewaan
Y ogyakarta, maka himpunan data yang merupakan obyek penelitian hanya
mengungkap duasifat yang dijelaskan tadi.

Dengan begitu, saya sebaga etnogarfer, berusaha sepenuhnya
menangkap perspektif orang-orang yang diteliti tentang pandangannya
menyoal pemerintahan monarki di  Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat. Namun tidak menutup kemungkinan juga, dalam penelitian
ini memakai prosedur statistik (kuantitatif) sebagai tambahan data empiris

untuk menganalisis pola-pola atau menemukan siagpa yang menjadi

13 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan [lmu
Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 145.

4 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif..., hal. 161; Joe Nason & David Golding,
“Approaching Observation”, dalam Gilian Symon & Catherina Cassell (ed), Qualitative Methods
and Analysis in Organizational Reseacrh: A Practical Guide, (London: Sage Publication, 1998),
hal. 241; Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 1.
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sampel. Seperti halnya data jumlah penduduk, situasi pekerjaan
masyarakat, tanggapan orang terhadap kepemimpinan Sultan (dalam
angka), dan lain sebagainya.

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, karena
sifatnya social situation. Namun tetap memperhatikan tiga situasi sosial
yang dikembangkan dalam penelitian kualitatif, yakni pelaku (actors;
dapat berupa abdi dalem Kraton), aktivitas (activity; berupa kegiatan yang
dilakukan abdi dalem dan stakeholders pemerintah DIY), dan tempat
(place; hanya memilih kondisi lokas disekitaran Karton). Untuk
memastikan kevalidan data yang dicari dalam penelitian ini, maka saya
menggunakan teknik pengambilan data non probability sampling dengan
metode snawball.™®> Dipilihnya metode snawball untuk memastikan
validitas data yang makin lama semakin terarah.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian terdahulu,
buku dan juga meaui jurna-jurna tentang sejarah dan sistem
pemerintahan monarki Sultan Hamungkubuwono X. Yang pasti semua
sumber data memuat aspek-aspek sistem pemerintahan  monarki
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Lalu muncul pertanyaan,
mengapa tidak langsung Sultan? Dikarenakan keterbatasan pendliti
mengakses sumber pokok penelitian ini, maka dirasa cukup mendatangi

beberapa stakeholders yang disebut tadi.

hal. 76.

>y ovana Lincoln & Egon Guba, Naturalistic Inquiry, (London: Sage Publication, 1984),
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Dalan rangka menuju validitas data, maka penelitian ini
mengumpulkan data melalui dua tahap, yakni sumber data primer yang
langsung dapat memberikan informasi mendalam tentang kajian yang
sedang diteliti (foot nete) dan sumber data sekunder yang tidak
memberikan data secara langsung kepada peneliti (hasil penelitian tentang
pemerintahan monarki; skripsi, tesis, jurnal, dokumen, majalah, koran,
dan website pemerintah DIY).°.

3. Metode Analisis Data

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pendlitian ini
menggunakan metode kualitatif berjenis etnografi, maka analisis data yang
digunakan adalah analisis data selama di lapangan model Spradliey.
Analisis model Spradley adalah suatu proses analisis data yang dilakukan
melalui proses tahapan, yakni analisis domain, analisis taksonomi, analisis
komponensial, dan anaisis tema budaya'’ Adapun penelitian ini
menggunakan analisis data tema budaya atau dicovering cultural themes.

Dipilihnya model ini, upaya saya untuk mencari titik temu atau
‘benang merah’ yang diintegrasikan melalui lintas domain data yang ada.
Digunakannya model tema budaya untuk membangun situasi sosial yang
sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan
penelitian, maka akan semakin jelas dan terang tentang makna yang dikaji
dalam penelitian ini. Diibaratkan seorang arsitektur, ketika akan

menemukan dan membangun sebuah neraca konsep bangunan rumah,

16 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Y ogyakarta: Teras, 2009), hal. 91-95.
1 sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, ... hal. 114-116.
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maka terlebih dahulu harus menemukan batu-batu sebagai pondasi, tiang-
tiang sebaga jembatan mencari fakta, pintu, atap, genting hingga akhirnya
dapat dikonstruksikan menjadi sebuah bangunan rumah secara utuh.

Dengan demikian, teknis analisis data model Spradley ini dapat
dikombinasikan dengan model Miles & Huberman yang menggunakan
langkah-langkah data reduksi, display data, dan verifikasi. Ketiga langkah
ini digunakan untuk proses deskripsi data, fokus kajian, dan seleksi data
yang muncul selamadi lapangan.

. Sistematika penulisan.

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang sistematis dan
konsiten maka perlu adanya pembahasan yang dikelompokkan menjadi
beberapa bagian bab agar |ebih mudah dipahami.

Bab pertama terdiri dari: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua beris tentang konsep figh siyasah dan prinsip-prinsip
dasar konstitusi madinah.

Bab ketiga berisi tentang pemerintahan sultan hamengkubuwono X
di Daerah Istimewa Y ogyakarta, dengan sub bab sultan Hamengkubuwono
X sebagai rgja dan eksekutif.

Bab keempat berisi tentang analisis yang menakar monarki Daerah
istimewa Yogyakarta dengan sub bab bentuk pemerintahan, Undang-

Undang keistimewaan, dan kontitusi madinah



17

Bab kelima beris tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan

dan saran dari penyusun.
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BAB V
PENUTUP
A.Kesmpulan.

Dari uraian-uraian berbagai permasalahan dan pembahasan melalui
bab-bab yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang istimewa baik dari

historis maupun dari sisi pembentukan pemerintahan.

Meskipun ada dari beberapa pihak yang menentang kaitanya
dengan sistem pemerintahan tersebut, dengan alasan mengebiri hak-hak
rakyat yang lainya dimana di mata hukum seluruh rakyat memiliki hak
yang sama untuk mencapal puncak jabatan di suatu daerah. Akan tetapi
alasan Daerah Istimewa Y ogyakarta lebih memiliki aura yang lebih kuat di

mata masyarakat Y ogyakarta.

Pada tahun 1945 ketika Yogyakarta menyatakan kepada Ir.
Soekarno untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia pun
menunjukkan kebesaran hati Sri Sultan Hamengkubuwono 1X dan sri Paku
Alam VIl untuk melepaskan sistem pemerintahan yang telah lama
disandang oleh Yogyakarta untuk ikut membangun Indonesia bersama
sebagaimana pada masa perjuangan merebut kemerdekaan bersama
Sehingga keluarlah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan
Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terjadi beberapa kali perubahan antara lain pada tahun 1950 pada
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Y ogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827).
Dan terakhir pada tahun 2012 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Dengan perubahan
terakhir yang telah disahkan pada tahun 2012 tersebut Daerah Istimewa
Y ogyakarta mempertahankan status keistimewaanya, yang berlaku hingga
saat ini.

Menurut figh siyasah sistem pemerintahan di Daerah Istimewajuga
tidak menyalahi aturan baik dari sistem pemilihan kepemimpinan maupun
dari sistem pemerintahan. ketika sebuah pemerintahan bisa membawa
manusia lebih dekat kepada kemadahatan dan lebih jauh dari

kemudharatan sertatidak beertentangan dengan Al-Qur’an, hadits dan juga
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magasid as-syari’ah maka sistem pemerintahan tersebut patut untuk
dipertahankan, terbukti Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah
dengan tingkat kesetresan terminim di Indonesia, serta tingkat korupsi

yang sangat minim. Sehingga masyarakat pun merasa aman dan nyaman.

B. Saran.

Sgatinya sistem pemerintahan seperti  apapun tidak perlu
dipermasalahkan selama tujuan utama membentuk negara yang mencapai
good governace dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadits dan juga
magasid as-syari’ah dapat tercapai maka sistem tersebut patut untuk
dipertahankan, melihat dimana kondisi sosial geografis setiap negara
berbeda-beda, penyusun sangat mendukung dengan dipertahankanya

sistem pemerintahan yang ada di Daerah Istimewa Y ogyakarta.

Hanya sedikit saran untuk pemimpin Yogyakarta agar lebih
memperhatikan dalam hal kekerasan Klitihih yang saat ini sangat
meresahkan sehingga mengurangi rasa nyaman bagi masyarakat untuk
bepergian pada malam hari, agar tercipta rasa aman yang menyebabkan

rasa nyaman.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;

bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai
wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan,
mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat:

1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai
keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan
hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur
dan mengurus kewenangan istimewa.

Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa
yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang
Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin
Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung
secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya
disebut Adipati Paku Alam.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan
perangkat daerah.

Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga
berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

Wakil Gubernur DIY, selanjutnya disebut Wakil Gubernur, adalah Wakil Kepala Daerah DIY yang
mempunyai tugas membantu Gubernur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, selanjutnya disebut DPRD DIY, adalah lembaga perwakilan rakyat
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12.

13.

14.

@)

)

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.

Peraturan Daerah DIY, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk DPRD
DIY dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan
provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut Perdais, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk
oleh DPRD DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB Il
BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Batas Wilayah

Pasal 2

DIY memiliki batas-batas:

a.
b.
c.
d.

sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan

sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta yang tercantum pada
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Pembagian Wilayah

Pasal 3

Wilayah DIY terdiri atas:

a.
b.

C.

Kota Yogyakarta;

Kabupaten Sleman;

Kabupaten Bantul;

Kabupaten Kulonprogo; dan

Kabupaten Gunungkidul.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN
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Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Pengaturan Keistimewaan DIY dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pengakuan atas hak asal-usul;
b. kerakyatan;

C. demokrasi;

d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an;

e. efektivitas pemerintahan;

f. kepentingan nasional; dan

pendayagunaan kearifan lokal.

Q

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

(1) Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk:

a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;

b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;

C. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan

e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan

mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

(2) Pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:

a. pengisian jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur;

b. pengisian keanggotaan DPRD DIY melalui pemilihan umum;

C. pembagian kekuasaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan DPRD DIY;
d. mekanisme penyeimbang antara Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY; dan
e. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(3) Kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan
melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan
masyarakat.

(4) Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinnekatunggal-ika-an dalam kerangka Negara
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Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diwujudkan melalui:
a. pengayoman dan pembimbingan masyarakat oleh Pemerintahan Daerah DIY; dan

b. pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, solidaritas, tenggang
rasa, dan toleransi oleh Pemerintahan Daerah DIY dan masyarakat DIY.

(5) Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui:
pelaksanaan prinsip efektivitas;

transparansi;

a
b

C. akuntabilitas;
d partisipasi;

e kesetaraan; dan

f. penegakan hukum.

(6) Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan
mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan
penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi.

Pasal 7

(1) Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah
DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan
Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

(2) Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
c. kebudayaan;

d. pertanahan; dan

e. tata ruang.

(3) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdais.
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BAB V
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa.
Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah DIY

Pasal 9

Pemerintah Daerah DIY dipimpin oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.

Pasal 10

Gubernur bertugas:

a.

memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD DIY;

mengoordinasikan tugas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah;
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada DPRD DIY untuk dibahas
bersama serta menyusun dan menetapkan rencana kerja perangkat daerah;

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah,
rancangan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
kepada DPRD DIY untuk dibahas bersama;

mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan;

melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah DIY di
kabupaten/kota;

melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di
wilayahnya; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gubernur berwenang:
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a. mengajukan rancangan Perda dan rancangan Perdais;

b. menetapkan Perda dan Perdais yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD DIY;
menetapkan peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Gubernur berhak:
a. menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Kewenangan
Istimewa;
b. mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan/atau informasi yang diperlukan untuk perumusan
kebijakan mengenai Keistimewaan DIY;
C. mengusulkan perubahan atau penggantian Perdais; dan
d. mendapatkan kedudukan protokoler dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 12

(1) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah.
(2) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah berlaku
ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pasal 13
(1)  Wakil Gubernur bertugas:
a. membantu Gubernur dalam:
1) memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
2) mengoordinasikan kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah;
3) menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan

4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota.
b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
C. melaksanakan tugas sehari-sehari Gubernur apabila Gubernur berhalangan sementara; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur melaksanakan tugas
pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Gubernur
bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 14

Wakil Gubernur berhak mendapatkan kedudukan protokoler dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

@)

)

®3)

(4)

Pasal 15

Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban:

a.

o

~ o o o

s @

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

meningkatkan kesejahteraan rakyat;

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

melaksanakan kehidupan berdemokrasi;

menaati dan menegakkan semua peraturan perundang-undangan;

menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

memajukan dan mengembangkan daya saing daerabh;

melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih;

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

menjalin hubungan kerja dengan semua perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah; dan

melestarikan dan mengembangkan budaya Yogyakarta serta melindungi berbagai budaya
masyarakat daerah lainnya yang berada di DIY.

Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkewajiban:

a.
b.

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY kepada Pemerintah;

menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan kepada
DPRD DIY; dan

menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY dan laporan keterangan
pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan kepada masyarakat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Presiden melalui Menteri
setiap 1 (satu) tahun sekali.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang:

a.

membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan kepada diri sendiri, anggota keluarga,
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atau kroni, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau
mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat tertentu;

turut serta dalam perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/milik daerah, atau dalam yayasan
bidang apa pun;

melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan kepada dirinya, baik secara langsung maupun
tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;

melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang
memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

menjadi advokat atau kuasa hukum dalam perkara di pengadilan;
menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan; dan

merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya atau sebagai anggota DPRD DIY sebagaimana yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
DPRD DIY

Pasal 17

DPRD DIY mempunyai kedudukan, susunan, tugas, serta wewenang sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.

Selain bertugas dan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD DIY bertugas dan
berwenang:

a. menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
b. membentuk Perda dan Perdais bersama Gubernur.

Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
peraturan tata tertib DPRD DIY yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 18

Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus
memenuhi syarat:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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n.

Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
Pemerintah;

bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati
Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;

berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
dokter/rumah sakit pemerintah;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima)
tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi
terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);

menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan,
saudara kandung, istri, dan anak; dan

bukan sebagai anggota partai politik.

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan dirinya setia kepada
Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat
pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti
pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat dasar sampai dengan sekolah
lanjutan tingkat atas (dan/atau tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat, atau surat keterangan lain
yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d;

akta kelahiran/surat kenal lahir warga negara Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;

surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa
yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f;

surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan di
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bidang hukum, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

g. surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti
pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;

h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang
menangani pemberantasan korupsi dan surat pernyataan bersedia daftar kekayaan pribadinya
diumumkan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

i surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri yang menerangkan tidak sedang memiliki
tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j;

J- surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri yang menerangkan bahwa yang
bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k;

k. fotokopi kartu NPWP, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
15

I daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan

m.  surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Calon

Pasal 19

(1) DPRD DIY memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten
tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(2) Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan
mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten
mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD DIY diterima.

(3) Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada
DPRD DIY menyerahkan:

a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan
Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;

b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan
Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman;

C. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur
dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur; dan

d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
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Pasal 20

(1) Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD DIY membentuk Panitia
Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan
setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai
Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

(2)  Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD DIY.

(3) Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertugas menyusun tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(4) Tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah
ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan
Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.

(5) Anggota Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas
wakil fraksi-fraksi.

(6) Tugas Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada
saat tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Penetapan

Paragraf 1

Verifikasi

Pasal 21

DPRD DIY melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon
Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur.

Pasal 22

(1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, DPRD DIY membentuk Panitia
Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(2)  Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
dengan keputusan pimpinan DPRD DIY.

(3) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas
sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

(4)  Anggota Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.

(5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus
Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur merangkap anggota.

(6) Sekretaris DPRD DIY karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan
Wakil Gubernur dan bukan anggota.

(7)  Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam tata tertib penetapan
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Gubernur dan Wakil Gubernur.

Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi
tahapan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan
pelantikan.

Pengumuman jadwal penetapan dilaksanakan melalui media massa yang ada di daerah setempat.

Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil
Gubernur dilantik.

Menteri melakukan fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 23

Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas usul calon Gubernur
dari Kasultanan dan calon Wakil Gubernur dari Kadipaten.

Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi calon Gubernur dan calon
Wakil Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Panitia
Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan
Kadipaten untuk melengkapi syarat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Jika Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan persyaratan sudah terpenuhi,
Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil
Gubernur dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 24

DPRD DIY menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program calon
Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil penetapan dari Panitia Khusus Penetapan
Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan
jangka panjang daerah DIY dan perkembangan lingkungan strategis.

Setelah penyampaian visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD DIY
menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang
bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden
melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta
sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berdasarkan usulan Menteri.

Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD DIY serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati
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Paku Alam.

Pasal 25

Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang
bertakhta sebagai Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.

Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta
sebagai Wakil Gubernur tidak terikat ketentuan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur
dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pasal 26

Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan
Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD DIY
menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur.

Sebagai Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta
sekaligus melaksanakan tugas Wakil Gubernur sampai dengan dilantiknya Adipati Paku Alam yang
bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku
Alam memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD DIY menetapkan Adipati Paku Alam sebagai
Wakil Gubernur.

Sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Adipati Paku Alam yang bertakhta
sekaligus melaksanakan tugas Gubernur sampai dengan dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang
bertakhta sebagai Gubernur.

Berdasarkan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku
Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), DPRD
DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan.

Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan
Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur, Pemerintah
mengangkat Penjabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten sampai
dilantiknya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan/atau Adipati Paku Alam yang
bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Pengangkatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 27
Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Presiden.
Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil
Presiden.
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Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur
dilakukan oleh Menteri.

BAB VII
GUBERNUR DAN/ATAU WAKIL GUBERNUR BERHALANGAN

Pasal 28

Dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Gubernur atau
diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur sekaligus juga
melaksanakan tugas Gubernur.

Wakil Gubernur melaksanakan tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat
dilantiknya Gubernur definitif.

Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Wakil
Gubernur atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Gubernur, Gubernur sekaligus
juga melaksanakan tugas Wakil Gubernur.

Gubernur melaksanakan tugas Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada saat
dilantiknya Wakil Gubernur definitif.

Pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
dilaksanakan menurut tata cara:

a. Kasultanan atau Kadipaten memberitahukan kepada DPRD DIY mengenai pengukuhan Sultan
Hamengku Buwono yang bertakhta atau pengukuhan Adipati Paku Alam yang bertakhta;

b. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, DPRD DIY membentuk Panitia
Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang beranggotakan wakil fraksi-fraksi;

C. Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur atau
Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur kepada
DPRD DIY melalui Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menyertakan
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3);

d. Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari;

e. hasil verifikasi Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur dituangkan ke dalam
berita acara verifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada DPRD DIY dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari;

f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dinyatakan memenuhi syarat, DPRD

DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku
Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dalam rapat paripurna DPRD DIY, paling lama 7
(tujuh) hari setelah diterimanya hasil verifikasi dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil
Gubernur;

g. DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan
penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam
yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur;

h. Menteri menyampaikan usulan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta
sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur kepada
Presiden;
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i Presiden mengesahkan penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri
sebagaimana dimaksud pada huruf h;

j- Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur atau Wakil

Gubernur kepada DPRD DIY serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam; dan
k. pelantikan Gubernur atau Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27.

Masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir sampai habis
masa jabatannya.

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur sampai
dengan Presiden mengangkat penjabat Gubernur.

Masa jabatan penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir pada saat dilantiknya
Gubernur atau Wakil Gubernur yang definitif.

Pasal 29

Tata cara pengangkatan penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) dan ayat (8)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

1)

)

1)

)

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 30

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
b diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi
dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Ketentuan mengenai penataan dan penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdais.

BAB IX
KEBUDAYAAN

Pasal 31

Kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf ¢ diselenggarakan untuk
memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan,
norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Perdais.

BAB X
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PERTANAHAN

Pasal 32

(1) Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d,
Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum.

(2) Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah
Kasultanan.

(3) Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten.

(4) Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi tanah
keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.

(5) Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah
Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan
kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33

(1) Hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
dan ayat (3) didaftarkan pada lembaga pertanahan.

(2) Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendaftaran atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
dilakukan oleh pihak lain wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk tanah Kasultanan
dan persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk tanah Kadipaten.

(4) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan
izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah
Kadipaten.

BAB Xl
TATA RUANG

Pasal 34

(1) Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf e terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

(2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan dan Kadipaten
menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan
Keistimewaan DIY.

(3) Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta
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tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten diatur dalam Perdais, yang penyusunannya berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

BAB Xl
PERDA, PERDAIS, PERATURAN GUBERNUR, DAN KEPUTUSAN GUBERNUR

Pasal 36
(1) Perda dibentuk dan ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRD DIY dan Gubernur.

(2) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Pasal 37

(1) Perdais dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Rancangan Perdais dapat diusulkan oleh DPRD DIY atau Gubernur.

(3) Apabila dalam suatu masa sidang DPRD DIY dan Gubernur menyampaikan rancangan Perdais mengenai
materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perdais yang disampaikan oleh DPRD DIY dan
rancangan Perdais yang disampaikan Gubernur digunakan sebagai bahan sandingan.

(4) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan Perdais, DPRD DIY dan Gubernur mendayagunakan nilai-
nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat dan memperhatikan
masukan dari masyarakat DIY.

(5) Rancangan Perdais yang telah disetujui bersama oleh DPRD DIY dan Gubernur, disampaikan oleh
pimpinan DPRD DIY kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan untuk
ditetapkan sebagai Perdais.

(6) Rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur dengan
membubuhkan tanda tangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perdais
tersebut disetujui bersama oleh DPRD DIY dan Gubernur.

(7) Dalam hal rancangan Perdais tidak ditetapkan oleh Gubernur dalam waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), rancangan Perdais tersebut sah menjadi Perdais dan wajib diundangkan dengan
penempatannya dalam lembaran daerah.

(8) Dalam hal sahnya rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rumusan kalimat
pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah Istimewa ini dinyatakan sah.

(9) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir
Perdais sebelum pengundangan naskah Perdais ke dalam lembaran daerah.

(10) Perdais disampaikan kepada Menteri.

Pasal 38

(1) Perdais yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, nilai dan budaya masyarakat DIY
atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Menteri.

(2) Pembatalan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
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(3)  Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perdais dan selanjutnya DPRD DIY bersama Gubernur
mencabut Perdais dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)  Apabila Pemerintahan Daerah DIY tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perdais sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,
Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya keputusan pembatalan.

(5) Presiden memberikan keputusan atas pengajuan keberatan pembatalan Perdais sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Presiden tidak
memberikan keputusan, Perdais tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 39
(1) Gubernur berwenang membentuk peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur.

(2)  Untuk melaksanakan Perda dan Perdais, Gubernur dapat membentuk peraturan Gubernur dan/atau
menetapkan keputusan Gubernur.

(3) Peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan umum, nilai-nilai luhur, budaya, atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

(4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diundangkan dalam Berita
Daerah.

(5) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 40

Perda, Perdais, dan peraturan Gubernur wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah DIY.

BAB XiIlI
PENDANAAN

Pasal 41

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah
DIY.

Pasal 42

(1) Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai
dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

(2) Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.

(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan
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dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer
ke daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur
dengan peraturan Menteri Keuangan.

(5) Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada
setiap akhir tahun anggaran.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan/atau Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam
yang bertakhta berdasarkan Undang-Undang ini bertugas:

a. melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;

b. mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;

d. mendaftarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ kepada lembaga pertanahan;

e. melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh kekayaan Kasultanan dan Kadipaten selain sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ yang merupakan warisan budaya bangsa; dan

f. merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam
sebagai satu kesatuan.

Pasal 44

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Undang-Undang
ini tidak berlaku untuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pertama kali berdasarkan
Undang-Undang ini, kecuali ketentuan Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 27.

(2) Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tata cara:

a. DPRD DIY memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten
tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 2 (dua) hari sejak
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Undang-Undang ini diundangkan;

b. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Gubernur wajib menyampaikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY akhir masa jabatan kepada Pemerintah paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;

C. DPRD DIY menetapkan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan membentuk
Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang beranggotakan wakil fraksi-fraksi
paling lambat 2 (dua) hari sejak Undang-Undang ini diundangkan;

d. Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan
Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur kepada
DPRD DIY melalui Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 5 (lima)
hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menyertakan
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3);

e. Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 4 (empat) hari sejak dokumen
persyaratan diterima dengan lengkap;

f. hasil verifikasi Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dituangkan ke dalam
berita acara verifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada DPRD DIY paling lambat 1 (satu) hari
sejak selesainya verifikasi;

g. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dinyatakan memenuhi syarat, DPRD
DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku
Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dalam rapat paripurna DPRD DIY, yang didahului
dengan pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah
diterimanya hasil verifikasi dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur;

h. DPRD DIY mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan
penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam
yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan sebagaimana
dimaksud pada huruf g;

i. Menteri menyampaikan usulan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta
sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur kepada Presiden
paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya surat usulan dari DPRD DIY sebagaimana dimaksud
pada huruf h;

- Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri
paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat usulan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada
huruf i;

K. Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil
Gubernur kepada DPRD DIY serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam paling lama 2
(dua) hari setelah diterimanya keputusan Presiden tentang pengesahan penetapan Gubernur dan
Wakil Gubernur; dan

l. pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27.

Pasal 46

Selain bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13, Gubernur dan Wakil Gubernur masa
jabatan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 bertugas:

a. menyiapkan perangkat Pemerintah Daerah DIY untuk melaksanakan Keistimewaan DIY berdasarkan
Undang-Undang ini;
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b. menyiapkan arah umum kebijakan penataan dan penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;

C. menyiapkan kerangka umum kebijakan di bidang kebudayaan;
d. menyiapkan kerangka umum kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan dan tata ruang tanah
Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY;
e. bersama DPRD DIY membentuk Perda tentang tata cara pembentukan Perdais; dan
f. menyiapkan masyarakat DIY dalam pelaksanaan Keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang ini.
Pasal 47

Pengelolaan dan/atau pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dilakukan oleh masyarakat
atau pihak ketiga dapat dilanjutkan sepanjang pengelolaan dan/atau pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.

Pasal 48

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, susunan organisasi Pemerintah Daerah DIY, perangkat
Pemerintah Daerah DIY, dan jabatan dalam Pemerintah Daerah DIY yang sudah ada pada saat berlakunya
Undang-Undang ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Daerah DIY
berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Semua ketentuan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY
sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Pasal 50

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 51
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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